PENGARUH  PERSEPSI  SELF ASSESSMENT  SYSTEM  

DAN KEADILAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION






2.1.  Landasan Teori 
2.1.1.  Teori Persepsi  
Untuk memahami persepsi terhadap perilaku penggelapan pajak, 
terlebih dahulu akan diterangkan beberapa konsep mengenai persepsi 
menurut ahli. Menurut Robbins (2003) yang dimaksud dengan persepsi 
adalah: “Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui 
panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), diintepretasi dan kemudian 
dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna. Secara sempit 
persepsi adalah suatu tangkapan rangsang dari luar oleh panca indera. 
Sedangkan persepsi secara luas adalah sebagai suatu pengertian, 
pemahaman, penafsiran terhadap suatu objek tertentu. Pareek (2001) 
mengemukakan bahwa persepsi mencakup dua proses kerja yang saling 
terkait, yaitu:  
a. Menerima kesan melalui penglihatan, sentuhan dan melalui indera 
lainnya. 
b. Penafsiran atau penetapan arti atas kesan-kesan inderawi tersebut. Arti 
ditetapkan melalui kesan-kesan inderawi dengan struktur pengertian 
(keyakinan relevan yang muncul dari pengalaman masa lalu) seseorang 
dan struktur evaluative (nilai-nilai yang dipegang seseorang) 




Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa persepsi 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut.  
a. Adanya kesan inderawi.  
b. Penafsiran dan penetapan arti atas kesan-kesan inderawi.  
c. Timbulnya kesadaran atas suatu objek tertentu.  
d. Pengaruh pengalaman dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang.  
Dengan demikian persepsi adalah proses untuk memahami dan 
kemudian menafsirkan suatu objek tertentu, dimana penafsiran itu 
dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam individu tersebut. Persepsi 
individu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk di dalamnya 
lingkungan sosial, di mana individu yang bersangkutan melakukan 
interaksi sosial. Dalam hal ini persepsi wajib pajak tentang self assessment 
system dan keadila terhadap tindakan tax evasion adalah proses individu 
dalam menerima, mengorganisasikan serta mengartikan sistem perpajakan 
yang berlaku. 
2.1.2. Theory of Planned Behavior 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa 
perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk 
berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh 
3 (tiga) faktor, yaitu : 
a. Behavioral beliefs 
Behavioral beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 
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b. Normative beliefs 
Normative beliefsyaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain 
dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut. 
c. Control beliefs 
Control beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 
persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan 
menghambat perilakunya tersebut (perceived power). 
2.1.3. Theory of Reasoned Action  
Dalam Theory of reasoned action  (TRA) dijelaskan bahwa, 
perilaku seseorang ditentukan oleh minat dan tujuan perilaku untuk 
melakukan atau tidak melakukannya, Nilai seseorang dipengaruhi oleh dua 
penentu utama, yaitu  : 
a. Sikap 
Sikap merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun 
negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dan 
perilaku. 
b. Norma subjektif  
Merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau 
aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap individu untuk berperilaku 
yang baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung akan 
memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan 
dalam hal ini tindakan penggelapan pajak menjadi rendah. 
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2.2. Konsep Dasar Pajak 
2.2.1. Pengertian Pajak 
Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang 
tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jenderal 
Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya:  
Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 tahun 2007, pajak 
adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi 
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 
berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa 
adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara (Mardiasmo, 
2009:1). 
Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 
unsur-unsur: 
a. Iuran rakyat kepada negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa 
uang bukan barang. 
b. Berdasarkan undang-undang 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 
serta aturan pelaksanaannya. 
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c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayara pajak tidak dapat ditunjukkan 
adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
Berdasarkan definisi diatas, pengertian pajak adalah iuran yang 
dapat dipaksakan, dimana pemerintah dapat memaksa Wajib Pajak untuk 
memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Setiap 
Wajib Pajak yang membayar iuran atau pajak kepada negara tidak akan 
mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan 
yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan 
pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui 
penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya. 
2.2.2. Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak, yaitu: 
1. Fungsi budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2. Fungsi mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan 





a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 
mengurangi konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk 
indonesia di pasaran dunia. 
2.2.3. Jenis Pajak 
Menurut Mardiasmo (2009:5) terdapat berbagai jenis pajak yang 
dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut 
golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya. 
a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: 
1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. 
Contoh : Pajak Penghasilan 
2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan 
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.  
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 
b. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:  
1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan  
pada keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang 
memperhatikan pada subjeknya. 
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2) Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 
pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa 
yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 
memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) 
maupun tempat tinggal.  
c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari: 
1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 
negara pada umumnya. 
2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 
baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga masing-masing. 
2.2.4. Sistem Pemungutan Pajak 
a. Official Assessment System 
Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada 
pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak 
terutang ada pada Fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif. Utang pajak 
timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus.  
b. Self Assessment System  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 
Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak 
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terutang ada pada Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak aktif mulai dari, 
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, 
Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  
c. With Holding System  
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 
ketiga (bukan Fiskus atau bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 
ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak. 
2.2.5. Self Assessment System 
Pemungutan pajak di indonesia mengacu pada self assessment 
system, self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan 
melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, mulai dari 
mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak, menghitung dan atau 
memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak 
tersebut ke bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran tersebut 
kepada Direktur Jenderal Pajak, menetapkan sendiri jumlah pajak yang 
terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan 
benar (Rahayu, 2010). Menurut Siahaan (2010:186) self assessment system 
yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib 
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 
sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 
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Konsekuensi sistem self assessment, setiap wajib pajak yang 
memiliki penghasilan wajib menghitung sendiri ke kantor pelayanan pajak 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Direktorat 
jenderal pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan  surat ketetapan 
pajak atas semua surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak. 
Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu 
yang disebabkan oleh ketidakbenaran  dalam pengisian surat 
pemberitahuan atau karena ditemukan  data fiskal yang tidak dilaporkan 
oleh wajib pajak. 
Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak 
yang dapat dikenai pajak. Jadi hutang pajak tidak timbul pada saat 
dibuatkan surat ketetapan pajak. Namun, sayangnya, untuk kepentingan 
administrasi perpajakan di indonesia, saat terutangnya pajak tersebut 
ditetapkan sebagai berikut: 
1. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak 
ketiga, 
2. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan yang di potong oleh pemberi 
kerja, atau yang di pungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau 
oleh pengusaha kena pajak atas pemungutan pajak pertambahan nilai 
barang dan jasa dan pajak penjualan  atas barang mewah, atau 
3. Pada akhir tahun pajak, untuk pajak penghasilan 
Jumlah pajak terutang yang telah dipotong, dipungut, ataupun yang 
harus di bayar oleh wajib pajak setelah tiba saat atau masa pelunasan 
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pembayaran, oleh wajib pajak harus disetorkan ke kas negara melalui 
tempat pembayaran yang di at ur dengan atau berdasarkan peraturan 
menteri keuangan. 
Jika wajib pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak 
yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, serta melaporkan dalam surat pemberitahuan, tidak 
perlu diberikan surat ketetapan pajak ataupun surat tagihan pajak (Diana 
dan Lili, 2010). 
Menurut Ilyas dan Burton (2013), Prinsip self assessment secara jelas 
tampak dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan 
Undang-undang No 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) pada dasarnya 
memiliki makna, yaitu:  
1. Agar semua Wajib Pajak bersifat  aktif di dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya tanpa perlu menunggu adanya surat ketetapan pajak yang 
akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus), 
2. Penghitungan jumlah pajak yang dibayar untuk sementara dianggap 
sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku,  
3. Fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan jumlah 
pajak yang telah dilaporkan Wajib Pajak sepanjang fiskus memiliki data 
bahwa Wajib Pajak belum melaksanakan penghitungan dengan benar. 
Surat ketetapan pajak akan diterbitkan setelah melalui proses 
pemeriksaan dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang pajak.  
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Kepercayaan yang diberikan undang-undang kepada wajib pajak 
dengan sistem self assessment merupakan kepercayaan yang harus dijaga agar 
wajib pajak tidak terkena sanksi perpajakan yang cukup berat. Apabila wajib 
pajak melakukan kewajiban perpajakan sesuai sesuai undang-undang, maka 
dengan sendirinya akan meminimalisasi ketentuan sanksi yang mungkin akan 
memberatkan wajib pajak itu sendiri. 
2.2.6. Keadilan 
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak pada 
suatu negara adalah adanya keadilan pajak yang dapat dirasakan oleh 
masyarakat pembayar pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasa 
pajak adalah sebagai beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu 
kepastian hukum bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam 
pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini perlu agar 
kesadaran masyarakat membayar pajak dapat ditingkatkan, yang pada 
akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara. 
Keadilan oleh Siahaan (2010:112) dibagi dalam tiga pendekatan   
aliran pemikiran, yaitu:  
a. Prinsip Manfaat (Benefit Principle) 
Yaitu teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa 
ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa 
keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan 
bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang 
diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat yang 
diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi 
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berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak 
yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur 
pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, prinsip manfaat tidak hanya 
menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran 
pemerintah yang dibiayai oleh pajak. Agar sistem perpajakan yang 
didasarkan pada prinsip manfaat dapat dikatakan adil maka harus 
diasumsikan bahwa ketika sistem ini mulai diberlakukan sudah terdapat 
distribusi yang tepat dalam perekonomian.  
b. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (Ability To Pay) 
Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi 
pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). 
Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah 
penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk 
membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan 
membayar secara luas digunakan sebagai pembebanan pajak. 
Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang lebih baik dalam 
mengatasi masalah redistribusi dalam pendapatan masyarakat, tetapi 





c. Keadilan Horizontal Dan Keadilan Vertikal  
Prinsip keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang 
mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dengan jumlah 
yang sama. Prinsip keadilan horizontal dengan demikian hanya 
menerapakan prinsip dasar keadilan berdasarkan undang-undang. Untuk 
pajak penghasilan, misalnya orang yang berpendapatan sama harus 
membayar jumlah pajak yang sama. Prinsip keadilan horizontal ini 
diberlakukan kepada WP dengan maksud dan tujuan terhadap tingkat 
kesetaraan dalam perolehan penghasilan. WP yang memiliki tingkat 
penghasilan yang setara, akan dikenakan pajak yang setara pula. 
Tentunya disertai dengan berapa besar PTKP (Penghasilan Tidak Kena 
Pajak) masing-masing WP yang menjadi pengurang beban pajaknya. 
Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang 
mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar lebih besar. 
Dalam hal ini tampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan 
perlakuan yang sama seperti halnya prinsip keadilan horizontal, tetapi 
beranggapan bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan 
berbeda, harus membayar jumlah pajak yang berbeda pula. A Yang 
memiliki pendapatan lebih tinggi harus membayar pajak lebih tinggi 
dibandingkan B. Dalam hal ini keadilan vertikal dapat kita jumpai pada 
WP yang memilki profesi dibidang keahlian pribadi, contohnya adalah 
seorang dokter. Dimana seorang dokter memiliki tambahan penghasilan 
lain diluar pekerjaannya di rumah sakit dengan membuka praktek 
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secara pribadi ditempat yang berbeda, maka dokter ini akan dikenakan 
tarif penghasilan progresif, dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang 
dikenakan tarif progresif.  
Negara dalam menerapakan pajak sebagai salah satu sumber 
penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat 
secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang 
pajak. Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan 
pajak, yaitu keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, keadilan 
dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam penggunaan 
uang pajak. 
Menurut Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan 
tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni 
dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak. 
2.2.7. Tax Evasion 
Mardiasmo (2009:9) mendefinisikan penggelapan pajak (tax   
evasion) Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk 
meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. 
Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan 
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dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali 
mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, 
memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak 
benar. 
Menurut Benk (2015), penggelapan pajak adalah salah satu 
fenomena yang tidak diinginkan karena menyebabkan kerugian yang 
serius pada pendapatan dan mengurangi efektivitas sistem pajak yang 
berlaku. Menurut Rahayu (2010) dalam audia dkk (2014) Penyebab 
terjadinya tax evasion atau penggelapan pajak adalah : 
1. Kondisi Lingkungan  
Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tidak terpisahkan dari 
manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling 
bergantung satu sama lain, begitu juga dalam dunia perpajakan. Jika 
lingkungan kondisinya baik, masing-masing individu akan termotivasi 
untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar 
kerap melakukan pelanggaran, maka masyarakat saling meniru untuk 
tidak mematuhi peraturan dan melakukan perlawanan pajak.  
2.  Pelayanan Fiskus yang Mengecewakan  
Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup 
menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam 
membayar pajaknya. Jika pelayanan yang diberikan oleh aparat 
pemungut pajak telah memuaskan wajib pajak, maka wajib pajak 
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menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya 
sekedar dengan pelayanan yang ramah, tetapi jika dilakukan tidak 
menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat 
merasa malas untuk membayar pajak kembali 
3.  Tingginya Tarif Pajak.  
Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam  
membayarkan pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat 
masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. 
Meskipun masih ingin menghindar dari pajak, mereka tidak akan 
terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Dengan 
pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha 
agar terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak 
ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai 
cara, karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai 
kebutuhan hidupnya. 
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang buruk.  
Penetapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting 
dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem 
administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar 
dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. 
Menurut yosi (2014), Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor 
tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak 
menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target 
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yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak enggan membayar pajak 
karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi 
penghasilan mereka. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk 
membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya. Berbagai 
cara dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Salah satu 
contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat 
dilakukan dengan tax avoidance maupun tax evasion. 
Menurut Siahaan (2010:110) penggelapan pajak membawa akibat 
pada perekonomian secara makro. Akibat dari pengelakan pajak sangat 
beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain 
sebagai berikut:  
a. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan 
Penggelapan/pengelakan pajak (sebagaimana juga halnya dengan 
penghindaran diri dari pajak) berarti pos kerugian yang penting bagi 
Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan 
konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif 
pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak 
secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak 
yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil 
sejumlah yang telah ada dikantungnya. Pada hakikatnya dialah yang 
mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta 
pengorbanan lain (untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan 
oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu)”. 
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b.  Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi  
1) Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan 
sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang 
menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, 
mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada 
saingan-saingan yang tidak berbuat demikian. 
2) Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab 
stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan 
bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari 
keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak 
mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan 
usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh 
fiskus. 
3) Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan 
langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan 
keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar 
tidak sampai terdeteksi oleh fiskus.  
c. Akibat Pengelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi  
Akibat dari penggelapan pajak itu juga dirasakan dalam bidang 
psikologi, sebab penggelapan pajak membiasakan Wajib Pajak untuk 
melanggar undang-undang. Apabila Wajib Pajak sampai hati 
melakukan penipuan dalam bidang fiskal, lambat laun Wajib Pajak 
tidak akan segan-segan berbuat sama dalam hal ini. Akibat dari 
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komplikasi-komplikasi ini pasti menimbulkan dampak yang 
mengancam sehubungan dengan tindak penggelapan pajak, seperti: 
kemungkinan terungkapnya praktek penipuan tersebut dengan 
konsekuensi pembayaran pajak yang berlipat ganda karena meliputi 
utang pajak dalam waktu tertentu, ditambah dengan denda dan kenaikan 
pajak yang harus dibayarnya. Hal demikian kadang-kadang terjadi pada 
saat yang kurang tepat seperti dalam keadaan kekurangan uang, sakit 
ataupun mengalami kebangkrutan. Akhirnya tindakan penggelapan 
pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak, 
dengan tidak menyadari akan konsekuensinya, dan mengira bahwa 
perbuatan curang semacam itu akan menguntungkannya secara jangka 
panjang. 
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki 
konsekuensi yang sangat beresiko secara materil dan non materil. Secara 
materil menyebabkan ketidakseimbangan anggaran, menghambat 
pertumbuhan ekonomi, dan Wajib Pajak akan menganggap perbuatan 
penggelapan pajak itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, 
akan tetapi konsekuensi yang terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan 
pajak tersebut, maka Wajib Pajak akan membayar dengan kerugian 
berkali-kali lipat disertai dengan dengan denda dan kurungan pidana dalam 
jangka waktu tertentu, ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai 
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cukup dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan 
disita dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan. 
 
2.3. Hukum Praktik Penggelapan Pajak menurut Islam 
Didalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai hukum praktik 
penggelapan pajak dalam islam yang tercantum dalam beberapa surat seperti 
firman allah dalam surat Shad; 
 ٰىََوْلْا ِعِبَّت َت َلََو ِّقَْلِْاب ِساَّنلا َْيْ َب ْمُكْحَاف ِضْرَْلْا فِ ًةَفيِلَخ َكاَنْلَعَج اَّنِإ ُدوُواَد َاي
 ِهَّللا ِليِبَس ْنَع َكَّلِضُي َف  ۚ  َّنِإ  َنيِذَّلا  َنوُّلِضَي  ْنَع  َابِ ٌديِدَش ٌباَذَع ُْمَلْ ِهَّللا ِليِبَس
 ِباَسِْلْا َمْو َي اوُسَن(٦٢)  
Artinya:  Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di 
antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 
nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan (Qs Shad:26). 
 
Maksud dari ayat diatas adalah bahwa setiap manusia harus adil dalam 
memutuskan perkara, dalam hal ini dapat dilihat dari kinerja pajak atau sistem 
perpajakan haruslah adil dalam menetapkan jumlah pajak terutang kepada 
setiap wajib pajak dan jangan mengikuti hawa nafsu untuk kepentingan 
beberapa pihak. 
Dan firman allah dalam surat An-nisa:29 yang berbunyi: 
يِذَّلا اَهُّ َيأَاي ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِتِ َنوُكَت ْنَأ لَِإ ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْأت لَ اوُنَمآ َن
( اًميِحَر ْمُكِب َناَك َهَّللا َّنِإ ْمُكَسُف َْنأ اوُل ُتْق َت لََو ْمُكَسُف َْنأ ْمُكْنِم٦٢)  
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu degan jalan yang bathil (tidak benar), 
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 
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suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 
Sungguh allah maha penyayang kepadamu (Qa An-Nisa:29). 
 
Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang manusia 
untuk mengambil, memakan, memanfaatkan dan menggunakan ( dan segala 
bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang tidak benar 
kecuali dalam perdagangan. Dalam hal ini penggelapan pajak dapat diartikan 
sebagai perbuatan atau aktivitas memakan harta dengan cara yang tidak benar, 
dan juga penyimpangan atau penyelewengan uang pajak karena dampaknya 
merugikan rakyat dan mengancam stabilitas keuangan negara. 
 
2.4. Penelitian Terdahulu 
Penulis merujuk pada penelitian terdahulu dalam melakukan 
penelitian yang membahas beberapa variabel independen yang mempengaruhi 
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2.5. Kerangka pemikiran  
 Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel 
independen. Variabel dependen (Y) adalah penggelapan pajak (tax evasion) 
dan variabel independen (X) adalah self assessment system (  ) dan keadilan 










Sumber : Audia (2014)  
2.6. Pengembangan Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2009: 64) hipotesis merupakan jawaban 
sementara  terhadap rumusan jawaban penelitian, dimana rumusan masalah 
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Fungsi utama 
dari hipotesis adalah membuka kemungkinan untuk menguji kebenaran teori. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
2.6.1.   Pengaruh self assessment system terhadap tindakan penggelapan pajak 
Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalan self 
assessment     system, dimana sistem ini memberikan kepercayaan penuh 
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, mencatat dan 
membayarkan jumlah pajak terhutangnya sendiri. Self assessment system  
ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dengan adanya self 
assessment system memungkinkan wajib pajak menyalahgunakan 
kepercayaan yang diberikan kepadanya sehingga wajib pajak akan berlaku 
curang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 
Self assessment 
system 




(     
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Indah (2015) menemukan bahwa self assessment system 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di 
Kota Pekanbaru, hal ini menunjukkan bahwa ketika self assessment system 
tinggi, maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, 
begitu juga sebaliknya. Audia dkk (2014) menemukan bahwa semakin 
baik persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan sistem self 
assessment (terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap 
di padang), semakin tinggi penggelapan pajak. 
Hal ini menunjukan bahawa Wajib Pajak memanfaatkan 
kepercayaan yang diberikan dan berfikir untuk melarikan diri dari 
kewajiban atau mengurangi jumlah pajak terhutang mereka, bahkan 
cenderung tidak membayar pajak. Tindakan tersebut merupakan tindakan 
penyelundupan pajak (tax evasion) dimana tindakan ini merupakan 
tindakan ilegal, maka hipotesis yang pertama adalah: 
H1: Persepsi self assessment system Wajib Pajak orang pribadi 
berpengaruh terhadap tindakan Tax Evasion. 
2.6.2. Pengaruh Keadilan terhadap tindakan penggelapan pajak 
Menurut Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan 
tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan 
pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya 
mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 
kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni 
dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, 
 35 
penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis 
Pertimbangan Pajak.  
  Menurut Siahaan (2010) salah satu hal yang harus diperhatikan 
dalam penerapan pajak pada suatu negara adalah adanya keadilan pajak 
yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak. Karena secara 
psikologis masyarakat merasa pajak adalah sebagai beban, maka tentunya 
masyarakat memerlukan suatu kepastian hukum bahwa mereka 
mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak 
oleh negara. 
Benk et al (2015) menyatakan bahwa Rata-rata orang menganggap 
penggelapan pajak (tax evasion) sebagai sesuatu yang tidak serius. 
Persepsi ini, bersekutu dengan kurangnya upaya penegakan hukum, telah 
menciptakan sebuah lingkungan di mana individu tertentu mungkin tidak 
takut melakukan kecurangan penggelapan pajak. 
Adanya berbagai pemikiran tentang persepsi keadilan bagi seseorang 
termasuk dalam pembayaran pajak akan mempengaruhi sikap mereka 
dalam melakukan pembayaran pajak Hal ini berarti bahwa semakin 
rendahnya keadilan yang berlaku menurut pesepsi seorang wajib pajak 
maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, kecenderungannya 
untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi, maka hipotesis 
yang kedua adalah:  
H2:  Persepsi Keadilan Wajib Pajak orang pribadi berpengaruh terhadap 
tindakan Tax Evasion. 
